
P]IRA'IURAN DAJ'RATI KABUT,ATBN }iiUARA trNIM

I\OMOII 9 1'AHUN 2OI2

TF]NTANG

PEIRUBAHAN AT'AS PBRATURAN DAERAH NOMOR B TAI{UN 2O1O TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH HOTEL GRIYA S}IRASAN SEKUNDANG

DENGAN RAi-IMAT TUHAN YAI\G MAHA trSA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Dererah Hotel Griya Serasan Sekunclang

merupakan salah sertu Perusahaan Dacrah rriilik Perncrin[alt

Kabupaten Muara Enim yang berasal clari kekuyaan clacrtrh

yang pisi,rhkan, dengan meliLksanalcan kegiatan clalarn

upaya untuk meningkatkan pendapatan dp'eratr dan

menggali potensi yang ada di Kabr,rpaten Muara Enitn,

schingga nrernerlukan perluasan bidang usaha;

bahwa penyertaan moclal Pemerintah l(abupaten Muara

IJninr kepada PD. Flotel Griya Serasan Sekundang

berdasarkan Parsai I ayat (1) Peratut'an Daerah Nomor 8

Tahrrn 2010 sebesar Rp. t7.062.OO0.000,- (tduh belas

rnilyar enam puluh dua juta rurpiah), namun setelah

clilakukan perhitungan ulang nilai penyertaan modal menjadi

Rp. 17.64-2.V3A.744,84 (tujuh belas milyar enam ratus empat

puluh clua .jurta tujuh ratus tiga ptrluh ribu tujuh ratus

empat puluh empat korna delapan puluh empat rupiah);

bahwa berdasarkan pertiml:angan sebagaimana huruf a dan

b cliatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

perubahan Per.aluran Daerah Nomor 8 Tahun 2O7O tentang

Perusahaan Daerah l{otel Griya Serasan Sekundang'

pasal 18 ayat (6) Underng-undang Dasar Negara Republik

Inclonesia'lahun 194 5;

b.

c.

Mengingat : 1.



)

J.

4.

Undang-Undang Nomor 28 T'ahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotaprerja di Sumatera selatan

(Lernbaran Negara Republik Indonesia'lahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembat'arn Negara Republik Inclonesia Nomor L82l);

Urrclang-Unclerng Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (LembareLn Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tarnbahan Leml:aran Negara Republik Indonesia

Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 teutang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor t1437 ) sebagaimana telah beberapa kali diirbah

terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan l(edua atas undang-undang Nomclt 32

tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a,a l;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahtrn 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(l-embaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126,

'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentLrkan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repr-rtllil<

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,'larrrbahan Lembarttn Negarer

Republik Indonesia Nomor 523a);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan Keuangern Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor t4o, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Inclonesia Tahr.rn 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 4460)

sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah

Nornor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



9.

Tahurn 2008 Nomor 78, 'lambahan Lembaran Negara Nomor

a85s );

Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusau Pemerintahan antara Pemerintah,

Perncrinlahan Da.erah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun

2OO7 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Irrdonesia Nomor a737);

Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2O7O tentang

Pedoman Penyusttnan Pertlturan Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah Tentang Tata Tertib Dern'an Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembeiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peratr.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun l9B4 tentang

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di

Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Keputusan N{enteri Derlam Negeri Nornor 50. tahun 1999

tentang l(epengurusan Badan Usaha Miiik Daerah.;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun

2OO2 tentang Ketenturan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas,

Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pemerintah

I(abupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara

trnim tahun 2OO2 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara trnim Nomor 10 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008

Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara trnim Nomor 8 Tahun

20lO tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serilsan

Sekundang (Lembaran Daerah Kabr-rpaten Muara Enirn1'nhun

2010 Nomor 3).

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

Dengan Persetujuan Bersarna

DtrWAN PERWAI(ILAN RAKYAT DAtrRAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan
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BUPATI MUAITA BNIM

MICTVITJTUSI(AN :

Menetapkan : PBRATURAN DABRAFI TENTANG PtrRUBAHAN A'IAS

PERATURAN DAtrINAH NOMOR B 'I},T{LIN 20 10 TENTANG

PBRUSAHAAN DAERAI-{ HO'IEL GRIYA SITI{ASAN

SEKUNDANG

Pasal I

Beberapa ketentuan clalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara trnim Nomor 8

tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sektrndang

(Lembaran Daerah Kilbr-rpaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 3) di ubah sebagai

berikut :

:

1. Nama Perusahaan Daerah diubah sehingga berbunyi "Perusahaan Daerah

$erasan Sekundang".

2. Ketentuan Pasal I a.ngka 2 d,an angka 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enirn

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintarhan Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan Perwakilan l?akyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Kabupaten Muara Enim.

S. perusahaan Daerah Serasan Sekundang yang selanjutnya disebut

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan l)aerah milik Pemerintah

Kabupaten.



6. Direksi adalah Direksi Perusarhaa.n l)aerah.

7. Badan Pengawas adalah l3adan Pengawas Perusahaan Daerah.

3. I(etentuan Pasal 2 diubah, sehir"rgga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :

Pasai 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Serasan

Sekundang.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhau Pctsal 7

berbtrnyi sebagni berikut :

Pasal 7

(1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Jasa Perhotelan,

Pariwisata, Industri Pertambangan, Transportasi dan Perdagangan Umurn.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pelrsahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.

(3) Dalam ha1 Perusahaan Daereih akan bekerjasama dengan pihak lain/pihak

ketiga sebagaimana dimaksuci pada ayat (2) dapat dilakukan setelah

mendapatkan persetujtian prinsip dari Bupati.

5. Ketentuan Pasal B ayat (1) cliubah, sehingga keselururhan Pasal B berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah

Kabupaten yang dipisahkan yang terdiri dari aset-aset, investasi dan dana

yang ada pada tabungan hotel yang telah ada sebelumnya ditetapkan

clengan nilai uang sebesar Rp. 17.642.730.744,84 (tr-rjuh beias milyar enam
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ratus empat pulllh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujr"rh ratus empat

puluh empat koma deiapan puluh empat rupiah).

(2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saharm-saharrr.

(3) Perusahaan Daerah melnpunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut

ketentuan dalam Pasal 34 huruf b Peraturan Daerah ini.

(4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.

(5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank yar,g ditunjuk oleh Pemerintah

Kabupaten .

6. Ketentuern Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 I

(1) Direksi diangkat oleh Bupati, dan diutamakan dari swasta atas usul Radan

Pengawas.

(2) Direksi paling banyak 4 (empat) oral1g dan 1 (satu) orang dianta.ranya

diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Dihapus.

(4) Dalam ha1 calon Direksi sr:bagaimana dima.ksr-id pacla ayat (3) yang bukan

berasal dari Swasta rnaka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih

dahuiu status kepegawaiannYa.

(5) Untuk dapat ciiangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1);

b. Bagi calon Direksi dari hrar Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengalaman

kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan

sutrat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan

penilaian baik;

c. Membuat dan menyajiknn pr<;posal tentang Visi, Misi dan Strategi

Perusahaan;



d. Tidak terikat hubungan heluarga dengan I3upati dan atau dengan

anggota Direksi lain clan atan dengan Anggota Badan Per:.gawas lainnya

sampai dererjat ketiga menr:rut gi:.ris luru.s maLrpun kesamping termasuk

menantur dan ipar.

(6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubatr sehingga keseh"rruhan Pasal 22 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal22.

(1) Baclan Penga.was dizrngkat oleh Bupati.

(2) Jumiah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya

dipilih merrjadi Ketua meraugkap anggota.

(3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(4) Badan Pengawas sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (1) berasal dari Unsur

Pemerintah Daerah dan orang yang profesionai sesuai dengan bidang usaha

Perusahaan Daerah.

(5) Untuk dap:lt diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi

Persyaratan sebagai berikut:

a. Menyediakan waktu yang cuku.p;

b. Tidak terikat hubungan keh-rarga dengan Bupati atau der"rgnn Badan

Pengawas lainya dan atau clengan Direksi sarmpai derajat ketiga baik

menurut garis lurus maLlpLrrr kesarnping termasr-tk menantu dan illr"rr;

c. Mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang tugasnya.

(6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupali.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Muara

Enim.

tapkan di Muara Enirn
tanggal I C*{tOSEH, H(r 12

TI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
padatanggal tS $esember *S1P

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OI2 NOMOR F

<
TAUFIK RAHMAN


